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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 43 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENHUB. ULP. Pedoman. Pencabutan.

Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, kementerian diwajibkan membentuk Unit
Layanan Pengadaan yang dapat memberikan
pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan
barang/jasa;

bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman
antara  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian
Perhubungan Nomor 7 Tahun 2016 dan Nomor PJ.5
Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, yang salah satu
kontribusi yang harus diwujudkan oleh Kementerian
Perhubungan yaitu membentuk Unit Layanan

Pengadaan (ULP) yang Permanen dan Struktural;
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang tentang Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun
2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran

Kementerian Perhubungan;
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8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun
2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun
2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara  Elektronik Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di
Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1916);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan  (Berita Negara  Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 391).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;

Menteri adalah Menteri Perhubungan;

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Kantor Pusat adalah unit kerja Eselon I di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang secara struktural mempunyai tugas
melaksanakan sebagian fungsi Kementerian
Perhubungan baik di Pusat maupun di Daerah;

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan
kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan;
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP
adalah Unit Organisasi Kementerian yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan
Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/jasa;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung;

Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP
adalah Kelompok kerja yang berjumlah gasal,
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia
pengadaan barang/jasa di Kementerian,;

Kelompok Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai
Negeri Sipil  bersertifikat  keahlian pengadaan
barang/jasa Pemerintah yang ditugaskan untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh
Menteri Perhubungan;

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau
orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya;

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh
Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan,;

Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang
dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam
mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat
kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga
berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan
prinsip pengadaan;

Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Strategis adalah

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian



